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PDAM Dinilai Tidak Sehat

TOUNA - Kerugian yang dialami
Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Touna, sesuai neraca yang
disajikan tahun 2010 tercatat
mencapai Rp189 juta lebih. Tahun
2009, malah kerugian lebih besar
dari jumlah tersebut. Ini merupakan
indikator bahwa perusahaan tersebut
tidak sehat. Hal tersebut termaktub
dalam pemandangan umum Fraksi
Partai Bulan Bintang terhadap
penjelasan bupati atas enam
rancangan peraturan daerah
(raperda) Kabupaten Tojo Unauna
(Touna) yang disampaikan
‘Hasanudin Taona, juru bicara fraksi
tersebut, Selasa (1/11).

Hasanudin Taona

%

Pernyataan itu, menyikapi raperda
tentang penyertaan modal pemerintah
daerah Kabupaten Touna pada
PDAM. “Kami ingin mengatakan
bahwa sebelum membahas perda ini,
kita lebih dahulu mengevaluasi secara
cermat kinerja PDAM ini,” tutur
Hasanudin.

Hasil audit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) menyatakan bahwa
harga pokok air PDAM Ampana per
satu meter kubik Rp936, lebih tinggi
dari harga jualnya. Ini berarti ujar
Hasanudin, setiap penjualan satu
meter kubik air, PDAM telah merugi

@ Baca PDAM Hal 14
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sebesar Rp936. “Kami kira
rekan-rekan ketua dan anggota
di komisi III bisa lebih pro
aktif melanjutkan kunjungan
kerja lapangan dalam rangka
evaluasi kinerja perusahaan
daerah yang kita cintai ini,”
ungkapnya.

Raperda tentang pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil layak untuk
menjadi sebuah regulasi. Touna
yang terdiri dari wilayah
daratan dan kepulauan
mempunyai potensi sumber
daya alam yang menjadi modal
dasar pembangunan daerah.
Potensi sumber daya alam itu
ungkap Hasanudin, akan
membawa banyak manfaat
apabila dikelola secara baik.

Akan tetapi, bila dikelola secara
semrawut dan acak, sebaliknya
hanya akan membawa
mudharat bagi masyarakat
sekitarnya yang pada gilirannya
mengakibatkan bencana bagi
daerah.

Untuk mencegah terjadinya
hal-hal yang merugikan dalam
pengelolaan sumber daya alam
itu, diperlukan upaya-upaya dari
berbagai pihak terutama
keterlibatan masyarakat dalam
menjaga dan melindungi
kelestarian lingkungan hidup.
“Oleh sebab itu, pembangunan
yang dilaksanakan di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil ini
haruslah pembangunan yang
berwawasan lingkungan,” saran
fraksi ini.

Sedang raperda tentang sistem
perencanaan pembangunan
daerah menurutnya, sebagai

landasan perencanaan pem-
bangunan daerah yang matang
dan berpedoman pada prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik. Untuk itulah, perlu
dibentuk suatu peraturan daerah
yang menjadi acuan dan
merupakan suatu sistim
perencanaan pembangunan
daerah yang menyeluruh yang
tidak terlepas dari kerangka
sistim perencanaan pem-
bangunan nasional.
Terhadap dua raperda
tentang retribusi yaitu,
raperda tentang retribusi izin
usaha perikanan dan retribusi
tempat pelelangan sesuai
ketentuan undang-undang
merupakan jenis-jenis ret-
ribusi yang dapat dipungut
oleh kabupaten. “Olehnya
itu, kami berpendapat bahwa
raperda ini sudah sangat

perlu untuk dibahas pada
masa persidangan ini.
Mengingat kaitannya dengan
upaya peningkatan pene-
rimaan pendapatan asli daerah
kedepan. Tambahan lagi,
selama ini kita masih mengacu
pada perda Kabupaten Poso,”
sebut Hasanudin.

Enam raperda yang dia-
jukan oleh eksekutif tersebut
antara lain; raperda tentang
system perencanaan pem-
bangunan daerah, raperda
tentang pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil,
raperda tata ruang wilayah
Kabupaten Touna, dua raperda
tentang retribusi, izin usaha
perikanan dan retribusi tempat
pelelangan serta raperda
tentang penyertaan modal
pemerintah daerah pada
PDAM.(sut)




